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WALIKOTA SINGKAWANG
' PROVINST KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 31 Tahun 2017 |
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
* INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat ( 1) |
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah, Pas_al_. 49 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3- Tahun
2011 tentang Retribusi Retribusi Jasa Umum, Pasél 49 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retnbusz jasa
Usaha, dan Pasal 38 ayat (3} Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2013 t_en_tang Retribusi Perizinan Tertentu perlu menetapkan’- |
Peraturan Walikota tentahg Petunjuk' Pelaksanaan Pemberian

 dan Pemanfaatan Insentlf Pemungutan Pajak Daerah dan
Retnbum Daerah,; '

1. Undang—-Undarig Nomor 12 Tahun 2001 tentang
- Pembentukan Kota 'Siﬁgkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoﬁesia Nomor 4119);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tanun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47 ;Tambahan ' Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo.r‘_4286); | ‘ '



Undang—Undang Nomor 1 - Tahun 2004 : ten{ang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk

' :Indonesw. ’I‘ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 435); '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
- Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tam'nahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049j};

Undang-Undang Nomor - 12 Tahun 2011 tentang

‘Pembentukan .  Peraturan Perundang-undangan
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubhk

"'Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran '

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubﬁk Tahun
2015 Nomor 58, ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk

| Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
4578); N

Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Peﬁlu_ngutaii Pajak Daerah dan Retribusi Daeerah
{Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);



’ 'Menetalikan

. .Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2016 tentang'_'i
- hetentuan _Umum dan ’I‘ata Cara Pemungutan Pagak .
| 'Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun :

- 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk -

o Indone31a Nornor 5950)

10,

Peraturan Daerah Nmnor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- | o
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

_Kota Smgkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Slngkawang Nomor 1 1),

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 20 10 tentang Pajak: L
Daerah (Lembaran Daerah Kota Smgkawang Tahun 201 1 |

. | _ Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kota Smgkawang
' Nornor 23), o

12
13.
14.

15,
f _Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran

-Peraturan Daerah Nomor 3 ‘I‘ahun 2011 tentang Retnbus1
' 'Jasa Umum {Lcmbaran Daerah Keta Smgkawang Tahun 3:.-._
2011 Nomor 9, Tamba.han Icmbaran Daerah Kota )

Smglmwang Nomor 27),

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retnbum
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Smgkawang ‘Tahun - o
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah Kota'_}-.
s Smgkawang Nomor 33), i

"Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retnbus1
- Penzman Tertentu (Lembaran Daerah Kota Smgkawang

Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota'_- o

B Smgkawang Nomor 34),

Peraturan Daerah - Nomor 3 Tahun 2016 tentang'

. Daerah Kota Smgkawang Tahun 2016 Nomor 4,

- 'Tambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang Nomor.

51),

MEMUTUSKAN

I -PERATURAN WALIKO’I‘A TENTAN G PETUNJUK PELAKSANAAN
: _ PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSEN‘I‘IF PEMUNGUTAN-' o

R PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wahkota m1 yang d:maksud dengan

1

Wahketa adalah Wahkota Smgkawang
2. Wakﬂ Walikota adalah Waiﬂl Walikota Szﬁgkawang
4,"_ _Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wahkota dan Dewan Perwa]glan | = :

Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Smgkawang

L Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemenntahan yang_ L

o xmbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagl o

. menjadl kewenangan Pemenntah Kota Smgkawang A .
-Badan Keuangan Daerah Kota Slngkawang yang seianjumya dlsebut"f_ : _. -
: -:_'Badan adalah Perangkat I)aerah yang rnelaksanakan pemungutan pa‘]ak. RRC
: ':daerah . : T R
. __"Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Smgkawang [
Dmas ada}ah Peran_gkat ‘Daerah’ yang melaksanakan pemungutan"i . '
-Retnbus1 - _ : _ _ '
Kepala Dmas adalah Kepala Perangkat Daerah ycmg melaksanakan-_ .

-pemungutan Retnbum : . : o S
- Pajak Daerah yang selan_]utnya dlsebut Pa;ak adalah kontnbusa Wajlb i

- kepada Daerah yang terutang oleh orang pnbad1 atau badan yang ber31fat =

o memaksa berdasarkan Undang—Undang, dengan tidak mendapatkan |

| .sebesar—besarnya kemakmuran rakyat

- 10.

.'Retnbusu Daerah yang selan_;utnya dlsebut Retnbusx adalah Pungutan
~ Daerah sebagal pembayaran atas jasa atau pembenan izin tertentu yang R
'khusus disedlakan dan / atau dlbenkan oleh Pemenntah Daerah untuk-: :

kepentzngan orang pnbadl atau badan

TS
-~ data obJek dan subJek pagak dan retribusi, penentuan besarnya pagak dan - :
retnbusn yang terutang sampai keglatan penaglhan pa_;ak dan retribusr' L

Pemungutan adalah suatu rangkasa_n keglatan mulal dan pengh.lmpunan R .

| _ kepada wa_]lb pajak dan wa_ub retribusi serta pengawasan penyetorannya

N 12,

Insentzf Pemungutan Paja.k dan retnbus1 yang seian;umya disebut insentif -_ i

" pemungutan, adalah tambahan penghasﬂan yang dxbenkan sebagal

B 'penghargaan atas kmelja tertentu dalam melaksanakan pemungutan’_ : -

o pa_]ak dan retnbum '



C 13

Anggaran Pendapatan dan’ Belanja Daerah yang selanjumya dlsmgkat |
' APBD adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan daerah Yang S
-'--dlbahas dan dlsetu]ul bersama oleh pemenntah Daerah dan Dewan_- ]

Perwakﬂan Rakyat Daerah dan dztetapkan dengan Peraturan Daerah : '; R

BABH

o INSEN’I‘ IF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I

@
o -proporsmnal dlbayarkan kepada : - |
a. Pejabat dan pegawm pada Badan/Dmas yang melaksanakan__'.

B b X 'f'Wahkota dan Wakil Wahkota sebagai penanggung Jawab pengelolaanr .

. Pasal 2

-'Dalam rangka melaksanakan pemunautan pajak dan retnbum, dzbenkan
B 1nsent1f pemungutan kepada Badan/Dmas ya__n_g _:-melaksanakan N
_'pemungutan : — FE ca e e

Insentif . pemungutan sebangazmana dxmaksud pada ayat (1] secara .

- "pemungutan pajak dan retnbum sesual dengan tanggung jawab_j"_' S

o masmg—masmg,

 keuangan daerah; "

. ._c. . | 'Sekretans Daerah selaku koordmator pengelolaan keuangan daerah R

- d: .':"'Pemungut pajak pada tlngkat kecamatan dan kelurahan serta tenagal | o

-_dan

lamnya yang dltugaskan oleh Badan

_Insentlf Sebagaunana chmaksud pada ayat (2] dlberzkan daiam hal belum
dlberlakukan ketentuan remunerasz d1 hngkungan Pemermtah Kota':;.

- Smgkawang

Pasal 3

s (ﬁ”-_:;nsentlf pemungutan pa_]ak dan retnbum sebagaunana dlmaksud dalam‘?' B
_.-_Pasal 2 ayat (1) dltetapkan pa_hng tmggl sebesar 5% [hma persen) dari
B rencana penenrnaan pajak dan retnbu51 da]a.m ta.hun anggaran berkenaan_ e
_. .untuk tiap Jems pagak dan retnbu51 ' SRR

B '(2.]:. ‘Besaran insentif pemungutan pajak dan retr1bu51 sebagmmana dlmaksud -. -

- pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan. ~~



2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1)

Besarnya 'pembayaraﬁ insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% {lima
persen) dari besamya insentif pemungutan pajak yang dltetapkan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi
berdasarkan ketentuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) térdapat sisa

lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUJAWABAN

Pasal 7
Badan/ Dinas yang melaksanakan pemungutan pajak dan ret11bu31
menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan
Penga_nggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dlmaksud_ pada
ayat (1) dikelompokkan ke dalam belahja tidak langsung yang diuraikan
berdasarkan Jems belan_}a pegawai, objek belanja msentlf pemungutan .
pajak serta rincian objek insentif pemungutan pajak. ' '

'Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana d:lmaksud pada

ayat (1) dJkelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek beianja insentif pemungutan

retribusi serta rincian objek insentif pemungutan retribusi.

, _ Pasal 8
Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi .
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan beﬁkutnya, dengan |
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan
retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif
diberikan pada awal triwulan II; |

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak dan

* retribusi kurang dari 15% {lima belas persen), insentif tidak diberikan

pada awal triwulan II; '

c. apabila pada akhir triwulan Il realisasi penerim.aan per janis pajak dan |

retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif
diberik_an untuk triwnlan [ yang belum dibayarkan dan triwulan II;

d. apabila pada akhir triwulan Il realisasi penerimaan per jenis pajak dan
retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk
triwulan 11 belum dibayarkan pada awal triwulan IH;



: e apabﬂa pada aklnr triwulan I realisasi penenmaan per jems pa_]ak.':'_
o _dan retribusi kurang dan 75% {tujuh puich lima persen) msentlf
- tidak diberikan pada awal triwulan IV; | |
f ~ apabila pada akhlr trlwulan III realisasi penerimaan per _]ems pajak' =
- “dan retribusi mencapal 75% (tuJuh puluh lima persen) atau Ieblh o
|  insentif diberikan pada awal mwulan v, L o .
' .g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per Jenls pa_]ak' .
- .dan retribusi mencapal 100% {seratus persen} atau Ieblh 1nsent1f ;' _3.
: : .:'dlbenkan untuk tnwulan yang belum dlbayarkan, dan
h. | apabila pada akhlr triwulan IV realisasi penerm'laan per jenis pa_]ak o
kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh. '.; |
lima persenj, insentif diberikan untuk triwulan I dan tnwulan_.- '
- sebelumnya yang belum dibayarkan. = | o |
2 | ‘Dalam hal target kinerja pada akhir tahun: anggaran penerimaan tidak |
te;fcapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak dan retribusi yang '
sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
C o ‘Pasal9
Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir Tahun Anggaran '

telah tercapai atau terlampaul dan pembayaran msentif pemungutan belum '

o g dapat dﬂakukan pada Tahun Anggaran berkenaan maka pembenan msentlf L

pemungutan termasuk insentif atas kelebxhan dan target penenmaan per Jems _
rpajak _dan retribusi diberikan pada Tahun Anggaran benkutnya yang.
pelaksanaahya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| BABV |
KETENTUAN LAIN-LAIN
:  Pasal 10 -
(1) Pemungutan retnbus1 yang' dikerjasamakan dengan pihak ketiga, o

pembenan msenuf dAdasarkan pada perhitungan pendapatan setelah' R

dlkurangi biaya yang dlkeluarkan untuk pihak ketlga atau penenmaan 3
. | 'retnbu31 yang telah dlsetorkan ke Rekening Kas Daerah.
(2). 'Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan msentlf



' BaBVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wahkota ini mulal berlaku Peratura.n Wahkota Nomor 9 I
_ Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksa.naan Pembenan dan - Pemanfaatan"'_-_i

. ".Insentlf Pemungutan Pajak ‘dan Retnbu31 Daerah (Benta Daerah Kota'-" ’_;1';

| Smgkawang Tahun 2012 Nomor 9) dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku

Lo Pasal 12 _
| Peraturan Wahkota ini mulaJ berlaku pada, tanggal dlundangkan

Agar set1ap orang mengetahumya, mernermtahkan pengundangan Peraturan"_". S

_Wahkota mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Smgkawang

. D1tetapkan di Smgkawang
pada tanggal 16 Nopember 20 17

. WALIKOTA SINGKAWAN G,

 AWANGISHAK . =

| o Dlundangkan di Smgkawang
o _'pada tanggal 16 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

o Ttd L
~ SYECHBANDAR -

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 29

. Salinan sesuai dengan_' aslinya

 KEPALA BAGIAN HUKUM

" YASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 1 004



